SALINAN

WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 100 TAHUN 2021
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI
ADMINISTRATIF TERHADAP KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DARI WALIKOTA PROBOLINGGO KEPADA

Menimbang

Mengingat

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 494

ayat (1) Juncto Pasal 507 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota

tentang Pelimpahan Kewenangan Pengawasan Dan Penerapan

Sanksi Administratif Terhadap Ketaatan Penanggung Jawab Usaha

Dan/Atau Kegiatan Perizinan Berusaha Di Bidang Perlindungan

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dari Walikota Probolinggo

Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo;

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan = Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013
tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis
Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian
Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 268)
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Menetapkan :

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6
Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294)

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo
(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENTANG PELIMPAHAN
KEWENANGAN PENGAWASAN DAN PENERAPAN  SANKSI
ADMINISTRATIF TERHADAP KETAATAN PENANGGUNG JAWAB
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DARI
WALIKOTA PROBOLINGGO KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.

a bk @b

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

Walikota adalah Walikota Probolingo.

Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan,
dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi
alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lain.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan
terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang
meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan,
dan penegakan hukum.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk
memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah
mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh
Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
yang dilakukan oleh Instansi pemerintah.

Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat
menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan
dampak terhadap Lingkungan Hidup.

Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan
Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak
langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui
dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau
Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hokum administrasi yang bersifat
pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata
usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat

untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
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Pasal 2
Dengan Peraturan Walikota ini, maka Walikota mendelegasikan kewenanagan
Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan
Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan
serta penerapan Sanksi Administratif di bidang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas.

Pasal 3
(1) Kepala Dinas berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:
a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang direrbitkan oleh
Pemerintah Daerah;
b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap
analisis mengenai dampak lalu lintas.
(3) Dalam hal Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait
Persetujuan Lingkungan mensyaratkan Surat Kelayakan Operasional (SLO)
dan belum dipenuhi, Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan

Pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan.

Pasal 4
Kepala Dinas wajib menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggungjawab
Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam Pengawasan ditemukan pelanggaran :
a. Perizinan Berusaha; atau
b. Persetujuan Pemerintah,

terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkern oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penerapan Sanksi Administratif bertujuan untuk :

a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari
suatu usaha dan/atau kegiatan;

b. menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan dan pemukiman; dan

d. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam Izin Lingkungan
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Pasal 6
Pelaksanaan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
Sebagai bentuk evaluasi dan monitoring, Kepala Dinas dalam melaksanakan
kewenangannya dalam Peraturan Walikota ini, wajib melaporkannya kepada
Walikota.

Pasal 8
Apabila dalam hal terdapat perubahan kebijakan di kemudian hari, Walikota dapat
menarik kembali pelimpahan kewenangan dalam Peraturan Walikota ini dari Kepala

Dinas.

Pasal 9
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Agustus 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,
ttd
HADI ZAINAL ABIDIN
Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
ttd
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014
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